BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.-

Mengingat : 1.

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangka efisiensi dan efefktivitas sarta
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
perizinan dan non perizinan, perlu adanya pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk
melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
di bidang Perizinan dan Non Perizinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat untuk Melaksanakan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan di bidang Perizinan dan
Non Perizinan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi djawa Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Nergara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32,
Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 3234);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN);

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Karanganyar;

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2009
tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat

Di Kabupaten Karanganyar.

\'.\..h. \‘n} | R4 “

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI BIDANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i
2.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar beserta
Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karanganyar;

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kera
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Karanganyar;

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan;

Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan  sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan
urusan pemerintahan daerah;

Perizinan adalah proses kegiatan Kecamatan di Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan ocleh .kcca.matan
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang

i i takan sah atau
merupakan  bukti legalitas, menya
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan

usaha atau kegiatan tertentu. .
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Rekomendasi atay kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian
yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil
pengamatan terkait dengan permasalahan sosial
kemasyarakatan dj wilayahnya;

Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi

dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal
maupun horizontal;

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;

Pengawasan adalah proscs'dalam menetapkan ukuran kinerja
dan  pengambilan tindakan yang dapat mendukung
pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang
telah ditetapkan tersebut;

Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan

tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan
sumber daya manusia.

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan,
penentuan dan pelaksanaan;

Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya
disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di
Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen dalam satu tempat;

Standar Pelayanan adalah ukuran kualitas yang dilakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib
dilaksanakan oleh pemberi dan penerima pelayanan;

Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon
untuk memperoleh dokumen jenis pelayanan yang diberikan
Camat;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
"o
BAB II
RUANG LINGKUP PATEN

Pasal 2

Ruang Lingkup PATEN meliputi :

a. Pelayanan Perizinan; dan

b. Pelayanan Non Perizinan.
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BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN PATEN
Bagian Kesatu
Maksud PATEN

Pasal 3

Maksufi Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan
seb_agal Pusat pelayanan masyarakat agar pelayanan dapat berjalan
lebih cepat, mudah dan transparan serta dapat menjadi simpul
pelayanan bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

W 2 -, S G ' f past 2 oon s =
- Bagian Kedua ' B S
C : et Y]
Tujuan PATEN £ T .
o]
Pasal 4

Penyelenggaraan PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan
kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BABIV
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PATEN

Pasal 5

Jenis PATEN yang meliputi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BABV
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 6
Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas :
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan,;
c. Kepala Seksi Pelayanan Umum;

i ) fw rre A
d. Petugas Teknis.

Pasal 7

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah
penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. -
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Pasal 8

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

mempunyai tugas :

a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan
penyelenggaraan PATEN;

b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;

¢. menetapkan pelaksanaan teknis, dan

d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), wajib memperhatikan :

a. standar, norma, dan ketentuan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

b. efisiensi penyelenggaraan PATEN;

c. standar pelayanan penyelenggaraan PATEN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Bupati ini.

Standar pelayanan penyelenggaraan PATEN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Camat.

Pasal 9
Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan
administrasi PATEN;
Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, bertindak sebagai penanggung jawab
kesekretariatan /ketatausahaan penyelenggaraan PATEN;
Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 10
Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan teknis
pelayanan dan dibantu dengan beberapa Petugas Teknis.

Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Kecamatan.

L
Pasal 11

Petugas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
dan Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas membantu
pelaksanaan tugas teknis Kepala Seksi Pelayanan Umum dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.
Uraian Tugas Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada_ ayat
(1), diatur sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Penetapan Petugas Teknis sebagaimana d_imaksuq pada ayat (‘1)
dan uraian tugas Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
&
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Pasal 12

(1) Pejabat penyelenggara PATEN scbaganimana dimaksud dalam
Pasal 6 melakulkan pengelolaan layanan secara transparan,
akuntabel dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku,

(2) Dalam' rangka pelayanan secara transparan dan akuntabel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat wajib untuk
menempelkan informasi mengenai jenis layanan beserta waktu
penyelesaian dan pembiayaan di tempat pclayanan.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 13

Pejabat Penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, dalam melaksanaan tugasnya berkoordinasi dangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi sebagaimana dimaksud dalam jenis pelayanan PATEN.,

————) ,‘f'ﬁ" '[\;.A
BAB VII

STANDAR PELAYANAN PATEN

Pasal 14

1) Komponen Standar Pelayanan penyelenggaraan PATEN meliputi:

a. Jenis Pelayanan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan
dalam penyelenggaraan PATEN;

b. Dasar Hukum Pelayanan adalah peraturan perundang-undangan
yang menjadikan pedoman atau dasar dalam penyelenggaraan
jenis pelayanan;

c. Persyaratan Pelayanan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi

sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan jenis perizinan
tertentu, baik persyaratan teknis maupun administrasi;

d. Prosedur/mekanisme Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang

g.

2) Standar pelayanan penyelenggaraan PATEN

dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari
setiap jenis pelayanan;

. Biaya Pelayanan adalah besaran biayfa/tarif pelayanan yang
wajib dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan (apabila
ada pembiayaan);

Lama Proses Pelayanan adalah jangka waktu‘ pemrosesan
pelayanan dari setiap jenis pelayanan dari r_nasuknya
permohonan dengan persyaratan lengkap sampai dengan
penerbitan dokumen; -

Masa berlaku dokumen adalah jangka waktu berlakunya

dokumen PATEN;
diatur sebagaimana

dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

&
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BAB VIII
PROSEDUR PENANDATANGANAN PATEN

Pasal 15

(1) Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan
PATEN, dilakukan sesuaj dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh
Camat atas nama Bupati.

(2) Bagan  alur/prosedur pengelolaan, pemrosesan dan
penandatanganan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V a dan V b
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN PENYELENGGARAAN PATEN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Penyelenggaraan PATEN

Pasal 16

(1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran Kecamatan.

(3) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditentukan berdasarkan pertimbangan luas wilayah,
jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dj
masing-masing wilayah kerja camat.

Bagian Kedua
Penerimaan Penyelenggaraan PATEN

Pasal 17

Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan,
wajib melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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BAB X
PELAPORAN DAN PEMBINAAN PATEN
Bagian Kesaty
Pelaporan PATEN

Daerah selambat-]
dengan tembusan :

a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

b. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda;

>{.\ Kepala Bagian Hukum Setda;

e, Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan Setda;dan
T~ Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
a. Ketepatan waktu;

C.

b. Penyerapan anggaran (pendapatan dan belanja);
C. Ketepatan sasaran: dan
d

Ketepatan hasil.

Bagian Kedua
Pembinaan PATEN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PATEN
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PATEN

Pasal 20

(1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan
dimaksud dalam Pasal 18 membentuk Tim Mo
Evaluasi.

sebagaimana
nitoring dan

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan mempunyai tugas :

a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan PATEN;

b. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing Tim;

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati
setiap 3 (tiga) bulan sekali.
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(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Bupati sebagai Pembina;
b. Wakil Bupati sebagai Pembina;
C. Sekretaris Daerah scbagai Ketua ;
d. Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Ketua ;
Kepala Bagian Pemerintahan Umuth sebagai Sekretaris ;

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagai Anggota -

oo

8- Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai
Anggota;

h. Kepala Bagian Hukum Setda sebagai Anggota;
>l/ Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan Setda sebagai

Anggota;

;}'( Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda sebagai
Anggota; dan

XK. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Anggota
Tidak Tetap.

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya dibantu olch Sckretariat yang mempunyai tugas
membantu kelancaran Tugas Tim dan bertanggungjawab
kepada Ketua Tim, dengan keanggotaan sesuai dengan
kebutuhan.

BAB XII
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PATEN

Pasal 21

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PATEN dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun
2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di
Kabupaten Karanganyar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

G
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Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aegar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
g ngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
erita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2014
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGJAN HUKUM,
ZULFIKAR HADIDH, S.H.

NIP. 19759311 199903 1 009
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 1 b4 TAHUN 2014
TANGGAL i 3 Wouemeer 20t4
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN

KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

RINCIAN TUGAS PET UGAS TEKNIS PELAYANAN PATEN

1. Petugas Informasi:

a.
b.

a.

b.

menyapa pemohon dan memberikan informasi yang diperlukan;

menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
yang diperlukan dalam pengurusan permohonan;

meminta pemohon mengisi buku tamu;

. bila pemohon akan mengurus permohonan, dipersilakan ke loket/ meja

pelayanan;

bila pcmohon.akan bertemu Camat, Sekcam, Kepala Seksi Pelayanan Umum
atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus maka diantarkan ke
rgang/ meja yang bersangkutan, dan apabila yang bersangkutan tidak ada
di tempat atau sibuk dipersilakan menunggu di ruang tunggu;

membawa surat yang telah diproses di loket/ meja pelayanan untuk diparaf
oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Sekcam serta membawa ke Camat
untuk ditandatangani. Setelah semua selesai dikembalikan ke petugas

loket/meja pelayanan;
memperbaharui semua informasi di papan informasi kaitannya dengan
pengajuan permohonan. :

Petugas loket/ Penerima Berkas:

menyapa pemohon dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang
diajukan;
menyampaikan penjelasan kepada pemohon apbila ada berkas yang belum

lengkap;
memeriksa/ melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi;

d. jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi,
jika persyaratan lengkap maka berkas diteruskan ke Kepala Seksi Pelayanan

5 omo oo

Umum untuk divalidasi;
menyerahkan hasil permohonan kepada pemohon apabila telah selesai;

mengagendakan surat masuk dan keluar;
menyusun berkas surat masuk dan keluar di meja loket/ pelayanan;

. bertanggung jawab terhadap arsip PAT EN. -
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3. Petugas Operator Komputer;

a. memasukkan (melakukan input) data pemohon pengguna pelayanan dan
jenis pelayanan yang dimohon;

mencetak surat atay rekomendasi yang dimohonkan oleh pemohon;
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan;
memasukkan data-data yang diperlukan dalam format database PATEN;
memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik;

meéngamankan data yang sudah terkumpul (back-up) database ke dalam
media Peénylmpanan atau komputer lainnya secara berkala.

™0 a0 g

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO

E  Salinan sesuai dengan aslinya
¢ KEPALA BAGIAN HUKUM,

-

ZULKIKAR HADIDH, S.H.
NIP. 19¥503{1 199903 1 009
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